
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1071, 2017 KEMENDAG. Ketentuan Impor Garam. Perubahan 

Kedua.  
 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 52/M-DAG/PER/8/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 

125/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kebijakan impor garam, perlu melakukan beberapa 

perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor 

Garam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor  23/M-DAG/PER/3/2016; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor  125/M-DAG/PER/12/2015 

tentang Ketentuan Impor Garam; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

2.   Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-

DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor 

Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 536); 

3.   Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-

DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2007); 

4.   Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-

DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan 

Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan 

Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERDAGANGAN NOMOR 125/M-DAG/PER/12/2015 

TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor 

Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 536), 

diubah sebagai berikut: 
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1.   Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

(1) Importir Garam Industri dilarang memperdagangkan 

dan/atau memindahtangankan Garam Industri yang 

diimpornya kepada pihak lain. 

(2) Khusus industri aneka pangan dapat 

memperdagangkan dan/atau memindahtangankan 

Garam Industri yang diimpornya kepada:  

a. industri makanan dan minuman; dan/atau 

b. pihak lain setelah Garam Industri diolah. 

 

2.   Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 11 diubah, sehingga   

Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

(1) Dalam hal terjadi: 

a. gagal panen raya yang berakibat stok Garam 

Konsumsi tidak dapat memenuhi kebutuhan di 

dalam negeri; dan/atau 

b. ketersediaan Garam Konsumsi tidak dapat 

memenuhi kebutuhan Garam Konsumsi di 

dalam negeri, 

Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik 

Negara dan/atau badan usaha milik swasta untuk 

melakukan impor Garam Konsumsi. 

(2) Gagal panen raya sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) huruf a dan ketersediaan Garam Konsumsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan 

perikanan. 
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